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BAB I 
PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN HAK 

ATAS LINGKUNGAN 

Pasal 28H UUD Tahun 1945 menegaskan jika hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak 
asasi manusia.1 Sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia, 
maka negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi 
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.2 Untuk memenuhi 
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, setiap 
orang diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan 
hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan.3 

Dengan kata lain, tanpa adanya akses terhadap informasi, 
partisipasi, dan keadilan, hak atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat akan sulit untuk dipenuhi. 

Konferensi Internasional lingkungan hidup di Stockholm, 
Swedia pada tanggal 5 – 16 Juni 1972 yang terkenal dengan 
United Nation Conference on Human Environment4 menjadi 
tonggak penting dan bersejarah bagaimana dunia melihat 
lingkungan hidup dalam perspekif hak asasi manusia. Konferensi 
berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani 
masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum 
lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional maupun 
internasional. 

Deklarasi ini tidak saja menjadi tonggak bersejarah dalam 
peradaban modern, termasuk mengakui hak asasi manusia untuk 
menikmati lingkungan yang baik dan sehat atau hak perlindungan 
setiap orang atas pencemaran lingkungan atau environmental 
protection.5 Serta membebankan kewajiban untuk memelihara 

 
1 Lihat juga: Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 
2 Pasal 28 I Ayat (4) dan (5) dan Pasal 28 J Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3 Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
4 

https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment. 
5 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas 

https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment
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lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam sehingga dapat 
dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Konferensi 
ini juga berpengaruh terhadap gerakan kesadaran lingkungan 
yang tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian 
terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-
undangan nasional.6 

Meskipun sebelum lahirnya Deklarasi Stockholm, beberapa 
Negara telah memiliki peraturan mengenai isu lingkungan hidup. 
Seperti “National Environmental Policy Act 1969” 
(NEPA/USA),7 “Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 1969” 
(WVO)8, dan “Wet Inzake de Luchtverontreiniging 1970”9 

(WLV/Belanda), serta “Basic Law for Environmental Protection 
1967” (diubah tahun 1970, 1971 dan 1993/Jepang)10. Namun 
demikian, betapa pun juga konferensi Stockholm lah yang 
menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap 
lingkungan, terutama permasalahan kesenjangan antara Negara 
maju dan  Negara berkembang.11 

Dalam International Covenant on Civil and Practical Right 
(ICCPR)12 atau Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, 
pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa: “every human being 
has the inherent rights to life,…no one shall be arbitrarily 

 
Subsidaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana 
Lingkungan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 11. 

6 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan 
Hukum Lingkungan Indonesia. Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 2001), 
hlm 24. 

7 https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-
environmental-policy- act Data akses 15 September 2021 pukul 21.35 wita. 

8 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002682/2009-12-03. Data akses 15 
September 2021 pukul 21.50 wita. 

9 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002731/2016-04-14. Data akses 15 
September 2021 pukul 22.05. wita. 

10 https://www.env.go.jp/en/laws/policy/basic/leaflet2.html. Data akses 
15 September 2021 pukul 22.15. wita. 

11 Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan 

Lingkungan Nasional, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm 28, 
mengutip Varindra Tarzie, The Polutan of Property, Newsweek, 1977, hlm. 
27. 

12 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx. Data 
akses 20 Agustus 2021 pukul 21.25 wita. 

https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002682/2009-12-03
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002731/2016-04-14
https://www.env.go.jp/en/laws/policy/basic/leaflet2.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

